
BUPATITABANAN 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 13 TAHUN 2024 
TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2017 
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TABANAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) 
dan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa; 

i 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 



Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6871); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6623); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 
2. Bupati adalah Bupati Tabanan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tabanan. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa. 

5. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah. 
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan Desa yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

8. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

9. Penghargaan adalah bentuk ucapan terimakasih yang 
diberikan oleh Bupati kepada pimpinan dan anggota 
BPD yang berprestasi. 

10. Berprestasi adalah U saha dan hasil kerj a yang dicapai 
atau yang ditunjukan oleh pimpinan dan anggota BPD 
di dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. 

11. Pengisian Anggota BPD adalah proses 
pemilihan anggota BPD yang dilakukan 
secara demokratis melalui mekanisme 
pemilihan secara langsung atau melalui 
musyawarah perwakilan, yang ditujukan 
untuk mengisi keanggotaan BPD. 

BAB II 
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN 

Pasal 2 
( 1) Perbekel mengajukan usulan nama pimpinan dan 

anggota BPD yang Berprestasi untuk di berikan 
Penghargaan. 

(2) Surat permohonan diajukan kepada Bupati Cq Kepala 
Dinas dengan melampirkan Joto copy keputusan BPD. 4 



(3) Kepala Dinas memvalidasi permohonan pemberian 
Penghargaan tersebut. 

(4) Kepala Dinas menerbitkan surat Penghargaan yang di 
tandatangani oleh Bupati. 

Pasal 3 
Jenis Penghargaan yang diberikan berupa piagam 
Penghargaan, dengan kategori sebagai berikut: 
a. pencatatan dan pengisian buku administrasi BPD 

sesuai dengan pedoman; 
b. melaksanakan musyawarah Desa tepat waktu sesuai 

dengan tanggal yang ditentukan; 
c. menyelesaikan anggaran pendapatan dan belanja Desa 

tepat waktu sesuai dengan tanggal yang ditentukan; 
d. penyelesaian dan pengiriman laporan kerja BPD 

tahunan tepat waktu; dan 
e. BPD yang Berprestasi sebagai juara pertama lomba 

Desa tingkat Daerah dan/ atau Provinsi Bali. 

BAB III 
KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN 

PEREMPUAN 

Pasal 4 

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: 
a. Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan 

wilayah; dan 
b. Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan 

perempuan. 

Pasal 5 

( 1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan 
wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari 
unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa. 

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) masyarakat Des a dari wilayah pemilihan dalam 
Desa. 

(3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) lingkup wilayah tertentu 
dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil 
denganjumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. 

(4) Jumlah anggota BPD dari setiap wilayah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional 
dengan memperhatikan jumlah penduduk. 

Pasal 6 

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (4) diatur sebagai berikut: 
a. Desa dengan jumlah penduduk kurang dari atau sama 

dengan sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa memiliki 
5 (lima) orang anggota BPD; ? 



b. Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) 
jiwa sampai dengan 9.000 (sembilan ribu) jiwa dapat 
memiliki paling banyak 7 (tujuh) orang anggota BPD; 
dan 

c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 9.001 
(sembilan ribu satu) jiwa dapat memiliki paling 
banyak 9 (sembilan) orang anggota BPD. 

Pasal 7 

( 1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan 
perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang 
perempuan sebagai anggota BPD, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. BPD dengan jumlah 5 (lima) orang anggota terdiri 

dari 4 (empat) orang dari unsur wakil wilayah 
pemilihan, dan 1 (satu) orang dari unsur wakil 
perempuan; 

b. BPD dengan jumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri 
dari 6 (enam) orang dari unsur wakil wilayah 
pemilihan, dan 1 (satu) orang dari unsur wakil 
perempuan; dan 

c. BPD dengan jumlah 9 (sembilan) orang anggota 
terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur wakil 
wilayah pemilihan, dan 1 (satu) orang dari unsur 
wakil perempuan. 

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan warga Desa yang memenuhi syarat 
calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam 
menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan 
perempuan. 

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh perempuan 
warga Desa yang memiliki hak pilih. 

(4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan 
warga Desa atau perwakilan perempuan yang memiliki 
hak pilih. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan 
Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2018 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. k 



4 + 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan. 

Ditetapkan di Tabanan 
pada tanggal 30 Januari 2024 

BUPATI TABANAN, 

- 
Diundangkan di Tabanan 
pada tanggal 30 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

I GEDE SUSILA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 13 


